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PRAKATA 
 

 

Selamat datang pada buku "Dasar-Dasar Hukum Perdata". Buku ini 

membawa pembaca dalam perjalanan yang mendalam untuk 

memahami prinsip-prinsip hukum perdata yang menjadi landasan bagi 

hubungan hukum antara individu. 

Dalam setiap babnya, pembaca akan diajak untuk memahami 

konsep-konsep dasar seperti subjek hukum, perjanjian, kontrak, 

tanggung jawab sipil, dan aspek-aspek penting lainnya dalam hukum 

perdata. Namun, yang membedakan buku ini adalah kemampuannya 

untuk mengilustrasikan konsep-konsep tersebut melalui situasi 

kehidupan nyata. 

Melalui berbagai studi kasus dan contoh konkret, pembaca akan 

disuguhkan dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana 

prinsip-prinsip hukum perdata diterapkan dalam berbagai konteks 

kehidupan sehari-hari. Dari perjanjian jual beli sederhana hingga 

tanggung jawab sipil dalam kasus kerusakan properti, setiap konsep 

disajikan dengan cara yang jelas dan relevan. 

Seperti peribahasa “Tiada Gading yang Tak Retak”, buku ini 

walaupun sudah ditulis semaksimal mungkin tetapi pasti masih ada 

kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para 

pembaca sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat. 

 

 Penulis  
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BAB 1 

PENGENALAN 

HUKUM PERDATA 
 

 

 

 

A. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA 

Hukum perdata berarti hukum pertengkaran atau perselisihan. 

Istilah ini berasal dari bahasa Jawa Kuno pradoto, yang berarti 

bertengkar atau berselisih. Tapi secara sederhana, hukum perdata adalah 

hukum yang mengatur hubungan antara orang. Namun, hukum perdata 

memiliki banyak arti ketika dilihat dari sudut pandang teori (Widiyanto 

and Sudarmaji, 2022).  

Para ahli memiliki definisi mereka Hukum perdata, menurut Prof. 

Subekti, mencakup segala hukum materiil privat yang mengatur 

kepentingan individu. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, hukum 

perdata mengatur hubungan antara individu dalam keluarga dan 

masyarakat. Sementara, menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum 

perdata mengatur kepentingan individu sebagai warga negara. sendiri 

tentang hukum perdata(Wardiono et al., 2021). 

Hukum perdata adalah cabang hukum yang sangat penting karena 

mengatur hubungan antar individu; hukum perdata menetapkan nilai 

dan batasan bagi berbagai tingkah laku manusia, baik secara individu 

maupun kolektif. Hukum perdata adalah cabang dari hukum yang 

melindungi hak dan kepentingan individu, baik secara individu maupun 

kolektif. Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana yang mengatur 

tindakan yang melanggar aturan dan memperbolehkan negara untuk 

memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Hukum perdata mengatur 

beberapa hal, seperti kepemilikan aset atau barang, pembayaran 
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hutang, kontrak, perjanjian bisnis, status keluarga, pewarisan, dan 

tuntutan ganti rugi atas segala kerugian yang disebabkan oleh seseorang 

atau perusahaan (Bagenda et al., 2023). 

Menurut hukum perdata, seseorang memiliki hak untuk melakukan 

tuntutan hukum di pengadilan. Hak ini diberikan untuk melindungi hak-

hak individu dan meningkatkan rasa keadilan dalam hubungan bisnis 

dan sosial. Kaidah yang ditetapkan dalam hukum perdata akan 

digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan dalam kasus 

perseteruan. 

Salah satu prinsip penting dalam hukum perdata adalah kebebasan 

beralih hak, yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk 

memindahkan hak yang dimilikinya kepada pihak lain. Ini dikenal 

sebagai proses pengalihan hak, di mana seseorang atau organisasi dapat 

menjual atau memindahkan status kepemilikan aset atau barang. Selain 

itu, hukum perdata mengatur tuntutan ganti rugi atas kerugian yang 

terjadi secara tidak sengaja atau salah satu pihak. Jika tindakan salah 

satu pihak menyebabkan kerugian, pihak yang merasa dirugikan dapat 

mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi (Nova, 

2021). 

Selain itu, hak pewarisan terkait erat dengan hukum perdata. 

Menentukan siapa yang akan mewarisi harta mereka adalah salah satu 

tanggung jawab seseorang. Ini berarti bahwa ahli waris harus membuat 

wasiat atau membagi harta secara adil. Dalam hal ini, hukum perdata 

memainkan peran penting dalam menentukan bagian waris yang adil 

dan merata. 

Salah satu bidang hukum yang sangat penting untuk mengatur 

hubungan antara orang-orang di masyarakat adalah hukum perdata. 

Sangat luas, hukum perdata mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-

hari individu, seperti hubungan pribadi, kekayaan, tanggung jawab, dan 

kewajiban. Tulisan ini akan membahas beberapa bidang dalam ruang 

lingkup hukum perdata serta peran pentingnya dalam menjaga 

keseimbangan hubungan sosial dan ekonomi. 
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Oleh karena itu, hukum publik memainkan peran yang sangat 

penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan, baik di 

tingkat nasional maupun internasional. Ini dilakukan melalui 

penegakkan berbagai prinsip dan aturan hukum dan membangun 

landasan yang kuat untuk kemajuan sosial, politik, dan ekonomi suatu 

negara. 

 

 

D. REFERENSI 

Andi Anisa Nurlia, M. (2023) Perbandingan Hukum Perdata. Malang: 

Litrus. 

Bagenda, C. et al. (2023) Hukum Perdata. Penerbit Widina. 

Nova, L. (2021) ‘Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari 

Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata’, AKADEMIK: 

Jurnal Mahasiswa Humanis, 1(1), pp. 34–41. 

Wardiono, K. et al. (2021) ‘Hukum Perdata’ Jambi: Sonpedia. 

Widiyanto, H. and Sudarmaji, S.H.W. (2022) Buku Ajar Hukum Acara 

Perdata Penerbit. Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara. 
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BAB 2 

SUBJEK HUKUM PERDATA 
 

 

 

 

A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM 

Subyek hukum adalah bagian penting dari sistem hukum yang 

menetapkan siapa atau apa yang memiliki hak dan kewajiban menurut 

hukum. Dalam arti yang lebih luas, subyek hukum dapat merujuk 

kepada orang, badan hukum, atau entitas lain yang diberi hak dan 

kewajiban menurut hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami 

definisi subyek hukum dari berbagai sudut pandang, termasuk yang 

diberikan oleh para ahli hukum(Insan Kamil, Ndaru Sonatra and 

Pratama, 2024). 

Menurut Utrecht, Subyek Hukum adalah orang atau badan yang 

menurut hukum berhak menjadi pembela hak. Definisi ini menekankan 

hak-hak yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Menurut 

Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat 

diberi hak dan kewajiban oleh hukum. Dalam pandangan ini, berbagai 

entitas yang diberi hak dan kewajiban oleh hukum termasuk dalam 

subyek hukum. Subekti berpendapat bahwa subyek hukum adalah 

pembawa hak, yaitu manusia. Pandangan ini menekankan bahwa 

manusia sebagai individu adalah subyek hukum yang mendasar. 

Purbacaraka dan Soekanto mendefinisikan subyek hukum sebagai 

bagian dari sistem hukum dan mendefinisikan mereka sebagai mandiri, 

terlindung, dan perantara dalam menangani hak dan kewajiban. 

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menganggap subyek 

hukum sebagai pembawa atau pemilik hak dan kewajiban. Mereka 

menekankan hubungan antara subyek hukum dan hak dan kewajiban 

yang dimilikinya(Supancana, 2022). 
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Pemahaman tentang subjek hukum sangat penting bagi sistem 

hukum. Identifikasi siapa atau apa yang dianggap sebagai subjek hukum 

akan memengaruhi hak dan kewajiban yang dimilikinya, serta tanggung 

jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkannya. Selain itu, 

pemahaman tentang subjek hukum juga memengaruhi bagaimana 

hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat. pemegang hak 

sebagai pelaku hukum dan menekankan betapa pentingnya hak untuk 

menentukan status subyek hukum. Menurut Rahardjo, pemegang hak 

adalah individu, bukan subyek hukum. Pendekatan ini menunjukkan 

bahwa pemahaman tentang hak individu sangat penting untuk 

menentukan subyek hukum (Insan Kamil, Ndaru Sonatra and Pratama, 

2024). 

Konsep subyek hukum juga dapat berubah seiring perkembangan 

sosial dan teknologi. Misalnya, dengan kemajuan teknologi, pertanyaan 

tentang hak dan kewajiban entitas otonom dan kecerdasan buatan 

dapat menjadi subjek perdebatan hukum yang relevan. 

Subyek hukum adalah bagian penting dari sistem hukum yang 

menentukan siapa atau apa yang memiliki hak dan kewajiban menurut 

hukum. Berbagai pendapat ahli hukum tentang subjek hukum berbeda, 

tetapi semuanya menekankan betapa pentingnya hak dan kewajiban 

dalam menentukan status subyek hukum. Pemahaman yang baik 

tentang subyek hukum juga penting dalam menentukan bagaimana 

hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat, serta dalam 

menentukan bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam 

undang-undang. 

 

 

B. KRITERIA SUBJEK HUKUM 

Subjek hukum merupakan entitas yang memiliki kedudukan dalam 

sistem hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan diatur 

oleh hukum. Dalam konteks ini, menurut (Paendong, 2022) terdapat 

beberapa jenis subjek hukum yang penting untuk dipahami, antara lain: 
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memperjelas ide ini dan membantu kita memahami peran subjek hukum 

dalam sistem hukum. 
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BAB 3 

PERJANJIAN 

DAN KONTRAK 
 

 

 

 

A. PENGERTIAN PERJANJIAN DAN KONTRAK 

Perjanjian dan kontrak merupakan dua istilah yang sering digunakan 

secara bergantian dalam praktik hukum, namun keduanya memiliki 

perbedaan subtansial dalam konteks hukum. Untuk memahami 

perbedaan dan persamaan antara perjanjian dan kontrak, kita perlu 

mengkaji definisi serta pandangan para ahli hukum mengenai kedua 

konsep ini (Insan Kamil, Ndaru Sonatra and Pratama, 2024). 

Menurut Pasal 1313 KUHPer, perjanjian adalah suatu perbuatan di 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih. Namun, pengertian ini dianggap terlalu luas dan kurang 

lengkap oleh beberapa ahli hukum (Supancana, 2022).  

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa saat seorang 

berjanji kepada orang lain atau saat dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian 

adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak di 

mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal. 

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan 

atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan 

kekuasaan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 

mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi (Andi Anisa Nurlia, 

2023). 

Kontrak, di sisi lain, sering dikaitkan dengan perjanjian yang 

memiliki implikasi hukum yang lebih kuat. Menurut Salim H.S, kontrak 
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adalah hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang harta 

kekayaan, di mana satu pihak berhak atas prestasi, begitu pula subjek 

hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

kesepakatan.Van Dunne mendefinisikan kontrak sebagai suatu 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan hukum.Menurut Peter Mahmud Marzuki, kontrak 

merujuk pada pemikiran adanya keuntungan komersil yang diperoleh 

kedua pihak.Menurut Charles L. Knaap dan Nathan M. Crystal, kontrak 

adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang tidak hanya 

memberikan kepercayaan, tetapi juga bersama-sama saling pengertian 

untuk melakukan sesuatu di masa mendatang oleh salah satu atau kedua 

belah pihak (Hum, Manan and IP, 2022). 

Kedua istilah ini melibatkan interaksi antara dua pihak atau 

lebih.Para pihak saling mengikatkan diri dan menimbulkan kewajiban 

hukum. Meskipun demikian kontrak cenderung memiliki implikasi 

hukum yang lebih kuat daripada perjanjian.Kontrak biasanya 

melibatkan pertimbangan keuntungan komersial atau pertimbangan 

ekonomi yang lebih mendalam daripada perjanjian. Kontrak sering kali 

lebih formal dalam hal prosedur dan persyaratan pembentukannya 

daripada perjanjian. 

Meskipun sering digunakan secara bergantian, perjanjian dan 

kontrak memiliki perbedaan yang penting dalam konteks hukum. 

Perjanjian sering kali menjadi landasan bagi pembentukan kontrak yang 

lebih formal dan memiliki implikasi hukum yang lebih kuat. Dengan 

pemahaman yang jelas tentang kedua konsep ini, para pihak dapat 

melakukan interaksi hukum dengan lebih cerdas dan efektif, serta 

menghindari potensi konflik atau ketidakjelasan di masa mendatang. 

 

 

B. UNSUR-UNSUR YANG DIBUTUHKAN UNTUK SAHNYA 

PERJANJIAN 

Salah satu elemen penting dalam hukum adalah syarat sah 

perjanjian, yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar 
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kontrak yang dapat dibuat antara pihak dalam hukum perdata. 

Memahami hak dan kewajiban para pihak serta cara penyelesaian 

sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi hukum sangat penting. 

Kontrak adalah alat hukum penting untuk mengatur hubungan 

antara pihak-pihak dalam perjanjian. Jika kontrak dilanggar, ada 

beberapa konsekuensi hukum, seperti wanprestasi, penipuan, atau 

ingkar janji. Penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami 

hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak mereka, serta untuk 

mempertimbangkan opsi penyelesaian yang tersedia dalam kasus 

kontrak dipecahkan. Jadi, kontrak dapat membantu menjaga 

keteraturan dan keadilan dalam hubungan komersial dan sosial. 
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BAB 4 

KAPASITAS HUKUM 
 

 

 

 

A. BATASAN DAN JENIS-JENIS KAPASITAS HUKUM 

Kapasitas hukum adalah konsep dasar hukum yang mengatur batas 

kemampuan atau output yang ditetapkan oleh hukum bagi individu 

atau entitas hukum. Konsep ini dapat digunakan dalam berbagai 

konteks, seperti subjek hukum, produksi, manajemen operasi, dan 

perundang-undangan.  

Kapasitas Hukum adalah kemampuan individu atau entitas hukum 

untuk memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan diatur oleh hukum. 

Ini mencakup berbagai aspek kehidupan hukum, seperti kontrak, 

perjanjian, hak kepemilikan, dan lainnya. Kapasitas selalu terkait dengan 

konsep hukum, yang menunjukkan kemampuan pikiran seseorang 

untuk membuat keputusan penting yang memiliki konsekuensi hukum. 

Konsep-konsep ini terkait dengan prinsip penting untuk menghormati 

kebebasan individu dalam membuat keputusan praktis yang 

menguntungkan mereka (Insan Kamil, Ndaru Sonatra and Pratama, 

2024). 

Kapasitas juga terkait dengan hak individu dalam masyarakat, 

terutama subjek hukum, untuk membuat keputusan dan membangun 

mekanisme pengambilan keputusan. Kapasitas hukum berarti bahwa 

subjek hukum memiliki kemampuan dan wewenang untuk melakukan 

tindakan hukum, yang akan menghasilkan hak dan kewajiban. Tiga 

komponen utama akan membentuk kapasitas hukum: subjek hukum, 

kemampuan atau kewenangan, dan tujuan (Obrębski, 2018). 

Dalam konsep ini, kapasitas dikaitkan dengan istilah hukum, yang 

merujuk pada fungsi intelektual seseorang untuk membuat keputusan 
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yang penting, bertanggung jawab, dan berdampak hukum. Kapasitas ini 

terkait dengan prinsip penting untuk menghormati kebebasan orang 

dan membuat keputusan yang bermanfaat bagi kepentingannya sendiri 

(Lubis, 2022). 

Konsep kapasitas hukum adalah konsep penting dalam hukum yang 

mengatur batas kemampuan atau hasil yang dapat dilakukan seseorang 

atau entitas hukum menurut hukum. Ada berbagai jenis kapasitas 

hukum, dan masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda dalam 

konteks hukum. Menjaga keteraturan dalam masyarakat hukum dan 

menjalankan hak dan kewajiban membutuhkan pemahaman konsep ini. 

Dalam konteks hak-hak individu dan kebebasan berperilaku di 

bawah hukum, ada tiga jenis kapasitas hukum: status independen secara 

hukum, status pengambilan keputusan yang didukung, dan status 

pengambilan keputusan yang difasilitasi berdasarkan tingkat dukungan 

yang dibutuhkan. Jenis-jenis kapasitas ini menunjukkan berbagai tingkat 

kemandirian dan dukungan yang diperlukan oleh individu untuk 

membuat keputusan hukum. Menurut Normurotovna (2022) Setiap 

jenis kapasitas hukum dan konsekuensi adalah;  

1. Status Independen Secara Hukum 

Seseorang dianggap memiliki kemampuan hukum penuh untuk 

melakukan tindakan hukum tanpa adanya penghalang atau 

penghalang dari pihak lain. Dalam status ini, seseorang dianggap 

memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan hukum dan 

bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri tanpa memerlukan 

persetujuan atau intervensi dari pihak lain. Sifat independen secara 

hukum memiliki konsekuensi seperti: 

a. Kemandirian dalam membuat kontrak 

Individu yang memiliki status hukum independen dapat 

membuat kontrak tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. 

Mereka juga dapat menentukan syarat-syarat kontrak dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaannya tanpa bantuan dari 

pihak luar. 
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Undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan terkait dapat 

diperiksa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang 

pembatasan hukum terhadap individu di Indonesia. Ini akan 

meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hukum diterapkan 

dan diterapkan di Indonesia secara khusus. Studi kasus dan analisis 

implementasi hukum juga dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang masalah dan perkembangan dalam sistem hukum 

Indonesia. 

Di Indonesia, pembatasan hukum terhadap individu dengan 

kapasitas terbatas mencakup berbagai hal, mulai dari menangani kasus 

kriminal hingga mengatur operasi perusahaan. Sistem hukum berfungsi 

untuk menjaga masyarakat teratur dan adil dengan menerapkan 

pembatasan ini. Individu dapat menghindari pelanggaran dan 

mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan dengan memahami 

batasan hukum yang ada 
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BAB 5 

SYARAT – SYARAT SAHNYA 

KONTRAK 
 

 

 

 

A. SYARAT-SYARAT UMUM UNTUK SAHNYA KONTRAK 

Perjanjian atau kontrak adalah alat hukum yang digunakan untuk 

mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing 

memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam pengertian 

hukum, perjanjian atau kontrak didefinisikan sebagai kesepakatan 

antara dua pihak atau lebih yang menetapkan kewajiban yang dapat 

dipaksakan secara hukum. Hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam 

kontrak tersebut diberikan kepada setiap pihak yang terlibat untuk 

dipenuhi, kecuali salah satu pihak yang terlibat gagal memenuhi syarat 

(Andi Anisa Nurlia, 2023). 

Beberapa unsur penting dalam perjanjian atau kontrak termasuk 

kesepakatan para pihak, tujuan yang sah, kapasitas hukum dari pihak 

yang terlibat, dan pertimbangan yang wajar atau imbalan yang 

diberikan oleh setiap pihak. Perjanjian atau kontrak hanya dapat diakui 

jika memenuhi beberapa syarat sah. Perjanjian juga harus jelas, tegas, 

dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (Insan 

Kamil, Ndaru Sonatra and Pratama, 2024). 

Sebuah masyarakat atau organisasi memiliki kebebasan untuk 

mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-

syaratnya, bagaimana mereka dilaksanakan, dan jenis kontrak apa yang 

akan digunakan. Ini sejalan dengan prinsip otonomi kehendak, yang 

berarti bahwa setiap orang atau organisasi memiliki hak untuk memilih 

hubungan kontraktual mereka sendiri. Pihak-pihak yang terlibat bebas 
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menetapkan ketentuan dalam perjanjian mereka selama syarat-syarat 

tersebut tidak melanggar undang-undang atau prinsip-prinsip hukum 

yang berlaku (Supancana, 2022). 

Pihak-pihak yang terlibat dapat membuat berbagai jenis kontrak 

tergantung pada jenis hubungan yang ingin diatur dan tujuan perjanjian. 

Beberapa contoh jenis kontrak termasuk kontrak sewa-menyewa, 

kontrak kerja, kontrak penjualan, kontrak pinjaman, dan banyak lagi. 

Setiap jenis kontrak memiliki fitur dan ketentuan unik yang terkait 

dengan jenis hubungan yang akan diatur. 

Salah satu pihak dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius jika 

mereka melanggar kontrak. Pelanggaran dapat dikategorikan sebagai 

wanprestasi, penipuan, atau ingkar janji, tergantung pada sifat 

pelanggaran dan apakah ada elemen kesengajaan atau penipuan yang 

terlibat. 

Agar dianggap sah dalam sistem hukum Indonesia, setiap perjanjian 

atau kontrak harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat sah terdiri 

dari dua kategori utama: syarat sah subyektif dan syarat sah objektif. 

Kategori pertama mengatur aspek objektif dan subjektif dari perjanjian 

atau kontrak, dan keberadaannya memastikan bahwa perjanjian 

memenuhi standar hukum yang diperlukan untuk memiliki kekuatan 

hukum yang sah dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. 

Dalam hukum perdata, syarat sah adalah persyaratan yang harus 

dipenuhi agar kontrak antara dua pihak dianggap sah dan mengikat. 

Untuk melindungi kepentingan individu dan memastikan kepatuhan 

terhadap standar hukum yang berlaku, syarat-syarat ini dibuat. Menurut 

Fuadi, (2021) Terdapat beberapa syarat hukum yang umum yang harus 

dipenuhi dalam pembuatan kontrak: 

1. I'tikad Baik 

Salah satu syarat sah paling penting dalam kontrak adalah 

adanya i'tikad baik dari kedua belah pihak. I'tikad baik mengacu 

pada niat yang tulus dan jujur dari kedua belah pihak untuk 

mematuhi isi kontrak dan memenuhi kewajiban yang telah 
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disepakati. Ini berarti kontrak harus dibuat tanpa penipuan, 

paksaan, atau manipulasi dari satu pihak. 

Prinsip i'tikad baik memastikan bahwa kontrak dibuat atas dasar 

kepercayaan dan saling menghormati antara kedua belah pihak, 

yang penting untuk mencegah salah satu pihak menyalahgunakan 

atau melanggar kontrak. 

2. Kepatuhan dengan Kebiasaan yang Berlaku 

Kewajiban tambahan yang sah adalah kontrak tidak boleh 

bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Norma sosial, praktik 

bisnis umum, dan kebiasaan lokal termasuk dalam kategori 

kebiasaan yang dimaksud. Dalam situasi seperti ini, sebuah kontrak 

dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat. 

Kepatuhan dengan kebiasaan yang berlaku memastikan bahwa 

kontrak tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi 

juga memperhatikan nilai-nilai dan norma masyarakat yang diakui. 

Ini penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam 

hubungan bisnis dan sosial. 

3. Berdasarkan Asas Kepatutan 

Asas kepatutan mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika 

yang diterima secara luas dalam masyarakat. Ini memastikan bahwa 

kontrak tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, 

tetapi juga bagaimana kontrak akan berdampak pada masyarakat 

dan lingkungannya. 

Kontrak yang dibuat dengan mengikuti asas kepatutan dapat 

membantu mempromosikan kesejahteraan bersama dan mencegah 

praktik yang merugikan atau merugikan pihak lain. Selain itu, 

kontrak ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dari para 

pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak. 

4. Tidak Melanggar Kepentingan Umum 

Syarat sah terakhir menyatakan bahwa kontrak tidak boleh 

melanggar kepentingan umum. Ini berarti bahwa kontrak tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan, atau 

kebijakan yang dibuat untuk melindungi kepentingan umum. 
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BAB 6 

PEMBATALAN KONTRAK 
 

 

 

 

A. ALASAN-ALASAN PEMBATALAN KONTRAK 

Perjanjian kontrak merupakan perbuatan hukum yang mengatur 

satu orang atau lebih yang saling mengikat satu sama lain. Dengan kata 

lain, perjanjian hukum adalah hubungan hukum di antara dua belah 

pihak berdasarkan kata sepakat yang bisa menimbulkan akibat hukum. 

Akibat hukum ini timbul sebab terdapat pelanggaran hak dan 

kewajiban, sehingga memunculkan adanya sanksi. Di dalam suatu 

perjanjian kontrak terkadang ada kecacatan dalam persesuaian 

kehendak yang disebabkan karena salah satu pihak tidak bisa 

mengemukakan kehendaknya secara bebas. Cacat kehendak ini sudah 

diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

(Agus Suwandono and Deviana Yuanitasari, 2023) 

Pada pasal 1321 KUH Perdata menunjukkan bahwa tak ada sepakat 

yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan (dwaling), 

diperoleh dengan paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog). 

Konsekuensi hukum dari adanya cacat kehendak adalah perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa sudah memberikan 

pernyataan yang mengandung cacat kehendak tersebut. Di dalam 

pengembangannya, terdapat faktor penyebab lain yang tidak diatur 

dalam KUH Perdata, yakni doktrin penyalahgunaan keadaan. 

Penyalahgunaan keadaan ini terjadi apabila orang mengetahui bahwa 

pihak lain dalam kondisi khusus, seperti keadaan darurat, 

ketergantungan, tidak bisa berpikir panjang, dan keadaan jiwa 

abnormal. (Agus Suwandono and Deviana Yuanitasari, 2023) 
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Apabila perjanjian telah selesai sesuai kesepakatan, maka kontrak 

pun bisa berakhir. Kondisi seperti ini disebabkan karena kontrak telah 

di fasakh oleh salah satu pihak yang disebabkan karena keadaan khusus. 

Berakhirnya kontrak adalah kondisi selesai atau terhapusnya perjanjian 

yang dibuat oleh kedua pihak. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ada 

perbedaan antara terminasi kontrak dan berakhirnya kontrak. Terminasi 

kontrak adalah tindakan mengakhiri perjanjian sebelum dilaksanakan 

atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi kontrak disebabkan 

karena akad atau perjanjian di fasakh (diputus) oleh para pihak karena 

suatu sebab. (Andriani and Zulfitri, 2021) 

Kontrak dapat dibatalkan oleh pihak-pihak terkait jika terdapat 

pelanggaran atau berakhirnya hubungan hukum di antara para pihak 

yang terputus. Dengan putusnya hubungan ini, maka keterkaitan antara 

para pihak terhadap ketentuan syara’ sebagai hasil kesepakatan berbagai 

pihak sudah tidak berlaku lagi. Ada dua faktor utama yang 

menyebabkan syarat perjanjian tidak berlaku lagi bagi para pihak, yaitu 

karena pembatalan (fasakh) dan masa berlaku yang sudah selesai (intiha 

al-‘aqd). Beberapa sebab kontrak dapat dibatalkan di antaranya adalah 

karena akad yang tidak lazim, berlakunya hak khiyar dalam akad, dan 

terdapat unsur pemaksaan di dalamnya. (Andriani and Zulfitri, 2021) 

Pembatalan kontrak boleh berlaku selama masih berada dalam 

batasan waktu yang ditetapkan selama perjanjian berlangsung. 

Pembatalan kontrak harus disertai kesepakatan bersama atau jika tidak 

pembatalan dinyatakan tidak sah hukumnya. Pembatalan kontrak dapat 

dilakukan jika akad tidak lazim. Namun jika akad lazim, tetapi tetap 

dibatalkan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara’, maka 

hukumnya adalah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai 

kerugian yang ditimbulkan. Namun jika kontrak dalam proses 

pelaksanaannya menimbulkan keadaan memaksa (ad-dharurat) dan 

memberatkan (al-musaqah) maka perjanjian kontrak dapat dibatalkan. 

(Andriani and Zulfitri, 2021) 

Perjanjian kontrak dapat dilindungi oleh hukum apabila unsur syarat 

sah dalam perjanjian terpenuhi. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata 
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BAB 7 

PERJANJIAN DAN 

TANGGUNG JAWAB SIPIL 
 

 

 

 

A. KONSEP TANGGUNG JAWAB SIPIL 

Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum 

murni, Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung 

jawab berkaitan erat dengan kewajiban, meskipun tidak identik. 

Kewajiban ini muncul sebab ada aturan hukum yang mengatur dan 

memberi kewajiban pada subjek hukum. Subjek hukum yang 

dibebani kewajiban harus melakukannya sebagai perintah dari aturan 

hukum yang berlaku. Akibat dari tidak terlaksananya kewajiban 

adalah reaksi berupa pengenaan sanksi. Sanksi adalah tindakan paksa 

dari aturan dan ketentuan hukum agar kewajiban harus dilakukan 

dengan baik oleh subjek hukum. (Safitri, 2021) 

Menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenai sanksi harus 

bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang telah 

dilakukannya. Tanggung jawab hukum harus memiliki landasan atau 

dasar, yakni hal yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk 

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang menciptakan 

kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung 

jawabannya. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum bisa 

dibedakan sebagai berikut. 

1. Prinsip tanggung jawab berdasar unsur kesalahan adalah prinsip 

yang berlaku umum dalam hukum pidana dan perdata (1365 

KUH Perdata). Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang baru 

dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila 

ada unsur kesalahan yang dilakukan. 
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2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, yaitu tergugat 

selalu dianggap bertanggung jawab hingga bisa membuktikan 

bahwa dirinya tidak bersalah. Pada prinsip ini, beban pembuktian 

terletak pada tergugat berdasarkan kepada beban pembuktian 

terbalik. Hal ini tidak sesuai dengan asas hukum praduga tak 

bersalah, tetapi jika diterapkan dalam sengketa konsumen, asas 

demikian cukup relevan. Sehingga pihak yang berkewajiban 

untuk membuktikan kesalahan ada pada pihak pelaku usaha yang 

digugat. 

3. Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan 

prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada pula para ahli yang 

membedakan kedua prinsip ini. Prinsip tanggung jawab mutlak 

adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan pada kesalahan 

tidak sebagai faktor yang menentukan. Akan tetapi ada 

pengecualian-pengecualian yang memungkinkan subjek hukum 

untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan 

force majeure. 

4. Prinsip tanggung jawab karena perbuatan pihak lain, yakni 

tanggung jawab yang dikenakan akibat perbuatan pihak lain 

yang berada di dalam pengawasan (Pasal 1367 KUH Perdata).  

(Safitri, 2021) 

Bentuk tanggung jawab subjek hukum berdasarkan Undang-

Undang Perlindungan mengandung materi yang berstruktur sebagai 

berikut. 

1. Tanggung jawab perdata secara langsung dari subjek hukum atas 

kerugian yang dialami sebagai akibat dari perjanjian atau 

penggunaan produk yang dihasilkan. 

2. Tanggung jawab perdata yang didasarkan kepada tanggung 

jawab secara langsung atas dasar perjanjian kontrak dari para 

pihak subjek hukum akibat dari adanya perjanjian jasa yang 

digunakan. 

3. Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari subjek hukum 

baik kepada barang atau jasa yang dihasilkan atas kerugian yang 

dialami pihak lain akibat dari perjanjian tersebut. (Safitri, 2021) 
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Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk 

melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Meski tanggung jawab 

merupakan bagian yang harus ditanggung oleh masyarakat sipil, 

tetapi ada beberapa keadaan yang mengecualikan bentuk tanggung 

jawab dalam perjanjian. Pengecualian bentuk tanggung jawab itu 

terdiri atas tiga hal berikut. 

1. Pembatasan tanggung jawab sering adalah bentuk pengecualian 

tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk 

membatasi tanggung jawab kreditur pada kerugian yang dialami 

oleh debitur sebagai akibat kesalahan debitur, adalah hal yang 

tidak bisa dibenarkan. Seseorang dapat dimintai pertanggung 

jawabannya berdasar unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip 

tanggung jawab berdasarkan kesalahan tercantum di dalam Pasal 

1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. 

2. Pengalihan tanggung jawab adalah perbuatan mengalihkan, 

memindahkan, mengganti, menukar, atau mengubah tanggung 

jawab kepada pihak lain. Di dalam undang-undang pengecualian 

tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab 

dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang. 

3. Pelepasan tanggung jawab adalah perbuatan melepaskan 

ataupun membebaskan salah satu pihak dari tuntutan pihak lain. 

Dalam satu perjanjian baku, pencantuman klausala pelepasan 

tanggung jawab memiliki tujuan untuk membebaskan kreditur 

dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan debitur jika debitur 

bertindak di luar ketentuan undang-undang maupun perjanjian 

yang telah disepakati. Keadaan yang tidak dikehendaki ini 

disebut dengan force majure. (Amanda et al., 2023) 

Konsep tanggung jawab sipil meliputi struktur hirarkis, peran, dan 

tanggung jawab yang jelas. Sistem tanggung jawab sipil dibuat untuk 

memastikan keadaan disiplin, koordinasi, dan pelaksanaan perintah 

yang tepat di dalam pemerintahan dan organisasi. Keikutsertaan 

masyarakat dalam sektor sipil mencerminkan peran ganda sebagai 

pelindung dan pertahanan di ruang lingkup masyarakat sipil. 

(Anggleni, 2023) 
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kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Jaminan dapat 

diberikan oleh pihak pencipta apabila barang atau jasa yang mereka 

buat mengandung kecacatan dan dapat merugikan pihak konsumen. 

(Efi, Helan and Asnawi, 2024) 

Dalam mendukung terciptanya tanggung jawab sipil, komunikasi 

memegang peran penting yang menghubungkan antara pihak 

pencipta dengan konsumen. Apabila terjadi kesalahan dalam 

berkomunikasi, maka tidak menutup kemungkinan jika barang atau 

jasa yang dikirimkan pun akan keliru. Akibatnya dapat menyebabkan 

kerugian pada kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

komunikasi diperlukan oleh setiap pihak pencipta untuk melakukan 

interaksi dengan konsumennya. Bukan hanya untuk menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawab saja, tetapi juga untuk bertukar informasi 

mengenai setiap perubahan yang terjadi pada pasar konsumen. 

(Endang Tirtana Putra, Yurasti and Citra Suci Mantauv, 2023) 
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BAB 8 

PEMBUKTIAN DALAM 

HUKUM PERDATA 
 

 

 

 

A. PRINSIP-PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PERDATA 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 

menyatakan bahwa ketidakpastian hukum apabila berlaku hukum 

acara perdata untuk pembuktian. Hal ini disebabkan karena terdapat 

perbedaan hukum pembuktian dengan hukum perdata dan pidana, 

serta menganggap keabsahan alat bukti sebagai masalah hukum juga 

mempengaruhi keresmian pembuatan suatu dokumen, khususnya 

dokumen elektronik. Secara umum, Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) mengakui keabsahan kontrak elektronik dan mengikat para 

pihak yang bersangkutan. (Sudarini, 2023) 

Kemajuan konsepsi dalam perdagangan telah memberi banyak 

kemudahan dan manfaat bagi semua orang. Meskipun kenyataannya 

tidak dapat dipungkiri telah menghasilkan masalah baru pada ranah 

implementasi Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam 

Perspektif Hukum Perdata. Momentum pengakuan lebih konkrit 

mengenai kontrak elektronik di Indonesia semakin memperoleh 

tempat sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XIV/2016 Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Putusan ini sejalan dengan United Nations yang 

memberikan pengakuan pada keberadaan kontrak elektronik. 

(Sudarini, 2023) 
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Prinsip pembuktian secara sederhana diterapkan dalam segala 

unsur transaksi jual-beli. Prinsip pembuktian dalam hukum perdata 

adalah adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan 

kebendaan, serta kurator sebagai pelaksana pengurusan dan 

pemberesan. Prinsip pembuktian ini menekankan bahwa debitur 

harus memiliki pembuktian yang sah untuk menghindari itikad buruk 

dari debitur dengan cara menyembunyikan atau menyelewengkan 

barang bukti sebagai jaminan umum bagi para krediturnya. 

Pembuktian adalah sebagai suatu alat untuk melakukan 

pengembalian utang-utang dari debitur dengan cara melakukan 

likuidasi aset. (Simanjuntak, 2020) 

Pembuktian dilakukan dengan menyoroti beberapa isu dan 

permasalahan pada kasus-kasus yang terjadi. Proses pembuktian 

dilakukan dengan menunjukkan adanya fakta ataupun kejadian yang 

menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Pembuktian ini memiliki 

tujuan untuk menguatkan atau melemahkan klaim maupun dalil 

yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata. Ada 

beberapa prinsip pembuktian yang berlaku dalam acara perdata, di 

antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Prinsip kebebasan pembuktian: Setiap pihak dalam perkara 

perdata memiliki kebebasan untuk membuktikan dalil yang 

diajukan. 

2. Prinsip kewajaran: pembuktian harus berdasarkan kepada 

kemungkinan yang paling kuat atau memiliki nilai probabilitas 

paling tinggi. 

3. Prinsip adanya hakim yang memutuskan: dalam perkara perdata, 

hakim memegang peran penting dalam menilai dan menerima 

bukti yang diajukan. 

4. Prinsip substansii: pembuktian harus berdasarkan kepada 

substansi masalah yang tengah menjadi sengketa. Pihak yang 

mengajukan klaim harus bisa membuktikan bahwa tuntutan 

mereka didasarkan pada fakta dan hukum yang ada (Ginting et 

al., 2023) 

Pembuktian dibutuhkan dalam proses hukum perdata yang ada 

di Indonesia. Proses peradilan ini mencakup pengajuan gugatan, 
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yang sama di depan hukum dan pengadilan. (Chintia and 

Kusumaningrum, 2020) 

Kriteria atau standar pembuktian dalam acara perdata lebih 

ringan dibandingkan dengan yang diminta dalam acara pidana. 

Pembuktian dalam acara perdata bersifat formal sebagaimana 

karakter dari peradilan perdata yang bertujuan untuk menemukan 

kebenaran formil. Dalam khasanah ilmu hukum, standar pembuktian 

dalam kasus perdata mengacu kepada ukuran (on the balance of 

probabilities). Terdapat empat tahapan dalam pembuktian di acara 

hukum perdata, seperti pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, 

pemeriksaan dokumen, dan pemeriksaan pengakuan para pihak. 

Setelah melewati tahapan pembuktian ini, hakim akan menilai bukti-

bukti yang ada dan memberikan putusan. Dalam memberikan 

putusan, hakim harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku 

dan bukti yang sah agar keputusannya bisa dihormati dan dijalankan 

oleh pihak yang bersengketa. (Chintia and Kusumaningrum, 2020) 

Prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata adalah beban 

pembuktian berada pada penggugat. Dengan kata lain, penggugat 

harus membuktikan kebenaran tuntutannya. Dalam hukum perdata, 

penggugat harus menyampaikan bukti yang cukup jelas untuk 

membuktikan tuntutannya. Apabila bukti yang disampaikan 

penggugat tidak cukup jelas, maka tuntutannya dapat dinyatakan 

gugur. Nilai pembuktian dalam hukum perdata adalah kepastian 

hukum. Nilai pembuktian ini dibutuhkan untuk mendapat kepastian 

dalam suatu perkara perdata. (Chintia and Kusumaningrum, 2020) 
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BAB 9 

GUGATAN PERDATA 
 

 

 

A. PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERDATA 

Kehidupan bermasyarakat yang selalu membutuhkan interaksi 

sering menyebabkan perselisihan atau persengketaan yang 

disebabkan karena perbedaan kepentingan. Perselisihan atau 

persengketaan kadang bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah, 

yaitu dengan mediasi yang membutuhkan bantuan seorang 

mediator. Namun jika jalur mediasi ini tidak dapat membuahkan 

hasil, maka perselisihan atau persengketaan dapat dibawa ke 

pengadilan. Inilah yang disebut dengan jalur hukum. Proses 

persidangan dapat berjalan seimbang jika kedua belah pihak 

didengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. 

(Sugiadnyana, Mangku and Yuliartini, 2020) 

Hakim harus memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat 

untuk membantah dalil penggugat, dan sebaliknya, penggugat juga 

berhak untuk melawan bantahan tergugat. Proses dan sistem seperti 

ini disebut contradictor, yaitu pemeriksaan perkara yang berlangsung 

dengan proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik-duplik 

ataupun dalam bentuk konklusi. Hakim memberi kesempatan 

kepada tergugat untuk menjawab gugatan. Sebaliknya kepada 

penggugat diberi kesempatan untuk didengar keterangannya. Proses 

perkara perdata dimulai ketika pihak penggugat mengajukan 

gugatan. Gugatan didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan 

negeri sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan, baik formil 

ataupun materiil. (Prasetya, 2020) 

Perkara pengajuan gugatan perdata ke pengadilan telah diatur di 

dalam Pasal 121 ayat (1), (2), dan (4) yang pada intinya mengatur 

terkait proses pendaftaran gugatan ke pengadilan. Adapun prosesnya 
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adalah mendaftarkan gugatan, menetapkan dan membayar biaya 

perkara, serta pemanggilan para pihak. Panggilan dalam hukum 

acara perdata yakni menyampaikan secara resmi (official) dan patut 

(properly) kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di 

pengadilan untuk memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta 

dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. (Prasetya, 2020) 

Pengajuan gugatan ke pengadilan harus memenuhi syarat formil 

gugatan, yakni pihak penggugat dan tergugat harus lengkap yang 

didasarkan adanya hubungan hukum dan didasarkan atas fakta di 

antara pihak yang menguasai atau pihak yang mengaku memiliki 

suatu hak atas suatu benda harus ikut digugat. Kurang lengkapnya 

pihak di dalam suatu gugatan bisa mengakibatkan gugatan 

dinyatakan kurang pihak, sehingga gugatan dinyatakan tidak bisa 

diterima. Pada dasarnya, gugatan adalah suatu tuntutan hak yang 

diajukan oleh penggugat untuk tergugat lewat pengadilan. Gugatan 

dalam hukum perdata umumnya terdiri dari dua pihak atau lebih, 

yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang terjadinya gugatan 

umumnya disebabkan pihak tergugat melakukan pelanggaran 

terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. 

(Adnyana, 2022) 

Gugatan perdata umumnya terjadi setelah pihak tergugat 

melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang bisa merugikan 

pihak penggugat. Pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi 

hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga 

timbul sengketa di antara penggugat dan tergugat. Menurut hukum 

perdata, jika seseorang ingin menyelesaikan perkara atau 

sengketanya dengan pihak lain ke pengadilan, maka yang 

bersangkutan harus mengajukan gugatan yang memenuhi sejumlah 

syarat formil seperti yang diatur di dalam HIR atau RBg. Pengajuan 

gugatan ke pengadilan yang tidak memenuhi persyaratan akan 

dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan tidak akan diperiksa. 

(Adnyana, 2022) 

Misalkan melanggar kompetensi absolut, pemberian kuasa dari 

orang yang tidak berwenang, sehingga gugatan dinyatakan NO atau 

tidak diterima. Ditolaknya gugatan ini bisa disebabkan karena 
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diberikan tergugat. Isi dari replik adalah dalil atau alasan untuk 

menguatkan dalil penggugat dalam gugatannya. 

8. Duplik, dalam hal ini duplik diajukan oleh tergugat. Tujuan dari 

duplik adalah untuk meneguhkan jawaban dari tergugat. Di 

dalam duplik, tergugat bisa mengemukakan dalil-dalil baru 

sebagai penguat sanggahannya terhadap replik si penggugat. 

9. Pembuktian penggugat dan tergugat, tahap ini dilakukan dengan 

alat-alat bukti yang sah menurut hukum perdata, sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG. Di antara bukti-bukti 

yang sah adalah surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan 

persangkaan hakim. 

10. Kesimpulan, di tahap ini penggugat dan tergugat mengajukan 

hasil dari segala pemeriksaan perkara. Mulai dari tahap gugatan 

hingga tahap pembuktian, seluruhnya akan disimpulkan. 

11. Putusan, di dalam tahap ini hakim akan menilai segala hal yang 

ada dalam persidangan (Ahyani, Makturidi and Muharir, 2021) 
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BAB 10 

PENYELESAIAN SENGKETA 

DI LUAR PENGADILAN 
 

 

 

 

A. MEDIASI, ABITRASE, DAN NEGOSIASI 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan 

alternatif bagi para pihak yang berselisih, utamanya mereka yang 

ingin mendapatkan solusi terbaik dan keputusan yang paling bijak 

untuk permasalahan sengketa yang dialami. Penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan lebih bersifat kekeluargaan dan bisa dilakukan 

melalui musyawarah mufakat yang dimediasikan. Penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan lebih menjadi pilihan para pelaku bisnis 

karena memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut adalah 

menghasilkan keputusan yang dapat memuaskan para pihak karena 

putusan biasanya bersifat win win solution. Sehingga hasil keputusan 

dapat diterima baik oleh kedua pihak dan keputusan yang dihasilkan 

dapat dijamin kerahasiaannya oleh para pihak yang bersangkutan. 

(Telaumbanua, 2021) 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan yang 

lazim digunakan oleh pelaku bisnis karena hal-hal tersebut dapat 

memberikan keuntungan yang sama bagi kedua pihak. Sehingga 

keputusan dapat lebih diterima oleh kedua belah pihak dan dapat 

disepakati bersama. Utamanya bagi sengketa yang mengaitkan 

perjanjian, maka permasalahan ini akan lebih mengutamakan 

penyelesaian masalah di luar pengadilan. Hal ini dapat terlihat dari 

klausul yang berisi, “apabila terjadi konflik atau perselisihan paham 

dalam perjanjian ini, maka para pihak setuju untuk 

menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.” Inilah 
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klausul yang umum ditemukan di dalam perjanjian bisnis dan 

koperasi. (Telaumbanua, 2021) 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sejalan dengan Pasal 

1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa ADR 

adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati oleh berbagai pihak yang bersengketa, 

yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Ada banyak pilihan dari 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi yang paling umum 

digunakan adalah mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Ketiga cara ini 

lebih mengutamakan jalur musyawarah untuk menghasilkan 

kesepakatan. (Telaumbanua, 2021) 

Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan 

cara yang paling damai tanpa melibatkan jalur hukum. Proses 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut sebagai non-

litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan di luar 

peradilan umum. Ada banyak lembaga yang menyediakan 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti di antaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Arbitrase adalah cara menyelesaikan perkara perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase 

yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa. 

Abitrase memberikan fleksibilitas dan kecepatan di dalam 

penyelesaian sengketa, dengan keputusan yang sifatnya final dan 

mengikat. 

2. Negosiasi adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk 

berdiskusi terkait penyelesaian perkara tanpa melibatkan pihak 

ketiga. Proses ini merupakan cara perundingan damai antara para 

pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang saling 

menguntungkan.  

3. Mediasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang disebut 

mediator. Mediator bersifat netral dan membantu para pihak 

untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediator berperan 

sebagai fasilitator, membantu menciptakan kondisi yang kondusif 

untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di 

antara para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki 
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kewenangan untuk memaksa atau mengambil keputusan (Yamin, 

2024) 

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, para pihak yang 

bertikai melakukan interaksi secara langsung. Mereka bernegosiasi, 

bermusyawarah, memantau, dan melacak perkembangan sengketa 

dengan lebih efisien. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak 

hanya mempercepat penyelesaian perkara, melainkan juga 

mengurangi biaya yang terkait dengan proses tersebut. Dari segi 

ekonomi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinilai lebih tepat 

dan efisien mempunyai dampak yang positif pada pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Dengan mengurangi ketidakpastian dan biaya 

yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa, tentu jalannya 

peradilan menjadi lebih mudah dan aman. Penghematan biaya ini 

dapat membantu pelaku bisnis untuk lebih fokus mengembangkan 

usahanya masing-masing. (Yamin, 2024) 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinilai efektif dan dapat 

membantu menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan daya 

saing perusahaan-perusahaan di Indonesia pada pasar global. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, 

dan arbitrase dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 

menyelesaikan perkara dengan cepat, adil, dan berkeadilan. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat membantu para 

pelaku bisnis dan profesional hukum untuk lebih siap menghadapi 

serta menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efektif dan 

efisien. (Yamin, 2024). 

 

 

B. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DARI PENYELESAIAN 

SENGKETA DI LUAR PENGADILAN 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan tanpa adanya 

unsur paksaan dan dapat diterima oleh semua pihak yang 

bersengketa. Masing-masing penyelesaian sengketa seperti arbitrase, 

mediasi, dan negosiasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. 

Sehingga para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian jenis 

apa yang akan diambil dan harus disepakati bersama. Alternatif 
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sesuai dengan hukum. Arbiter yang sudah ditunjuk tidak bisa 

mengundurkan diri dan ketentuan jumlah arbiter harus berjumlah 

ganjil. Proses pengajuan yang diberikan kepada seorang arbiter harus 

dilaksanakan secara tertulis yang berisi, “Apabila pemohon pada 

sidang pertama tidak hadir sedangkan sudah ada panggilan, maka 

permohonan pemohon digugurkan.”(Fitriyah and Soviana, 2021) 

Solusi yang diberikan arbiter setidaknya mengenai alasan dalam 

proses penyelesaian, keputusan yang diperoleh harus sesuai dengan 

ketentuan hukum yang telah disepakati bersama oleh para pihak 

yang bersengketa. Putusan arbiter bersifat final dan apabila putusan 

tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka hasil 

putusan dapat diajukan ke pengadilan agama. Dalam menyelesaikan 

perkara, seorang arbiter lebih mengutamakan perdamaian, 

keputusan bersifat rahasia, proses penyelesaian lebih cepat, dan biaya 

lebih hemat dibandingkan melalui jalur peradilan. Keputusan dari 

seorang arbiter atau beberapa arbiter dapat menentukan hasil 

arbitrase. Seorang arbiter harus dapat menemukan solusi dan 

memecahkan permasalahan perdata. (Fitriyah and Soviana, 2021) 

Arbiter yang ditunjuk harus mampu membangun suasana yang 

jelas, bersih dari penyogokan, dan bebas dari kegaduhan. Arbiter 

juga mampu mengoreksi bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang 

sedang bersengketa. Dalam menentukan putusan, seorang arbiter 

didasari pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. (Fitriyah and 

Soviana, 2021) 
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